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DPRD Kalbar Minta
Pemkab Cabut Izin
PT PSP HPI Agro

PONTIANAK - Dewan Perwaki- AR\
lan Rakyat Daerah Kalimantan TN
Barat bergerak cepat dengan g \
menyurati Pemerintah Ka-
bupaten Mempawah terkait
konflik inti plasma PT Pen-
iti Sungai Purun (PSP) HPI

Sambungan dari halaman 9

Legislatif Kalbar meminta
Pemkab menindaklanjuti
terkait revisi kerja sama pem-
bangunan perkebunan kelapa
sawit dengan pola kemitraan.

Surat rekemondasi berno-
mor 162/145/DPRD - C dike-
luarkan pada hari Senin (11/7)
tahun 2022. Ditandatangani
oleh Ketua DPRD Kalbar, M.
Kebing L dan ditembuskan ke-
pada Gubemnur Kalbar Sutar-
midji, dan BupatiMempawah,
Erlina Ria Norsan.

Ketua DPRD Kalbar, M.
Kebing L menyebutkan bahwa
Komisi I DPRD yang mem-
bidangi perekonomian su-
dah melaksanakan rapat kerja
membahas revisi kerja sama
pembangunan perkebunan
kelapa sawit pola kemitraan
dengan petani plasma dan PT.
PSP HPI Agro.

Rapat tersebut digelar pada
28Juni2022 dipimpinlangsung
Ketua Komisi 11, Affandie AR
bersama Wakil Ketua Komisi
11, Suib. Rapat itu dihadiri oleh
pimpinan dan anggota komisi,
perwakilan Polda Kalbar, dinas
terkait, Pemerintah Provinsi

Agro.

@Ko Halaman 15 kolom 1

Kalbar, dan Pemerintah Ka-
bupaten Mempawah bersama
pihak-pihak terkait lain.

Pada rapat tersebut, petani
plasma meminta agar pihak
perusahaan PT. PSP HPI
Agro merevisi kembali nota
kesepakatan yang dianggap
tidak berpihak ke mereka.
Revisi dilakukan untuk men-
ingkatkan pendapatan petani
plasma, yangselama ini hanya
menerima hasil per hektar
antara Rp50 ribu sampai Rp70
ribu per bulan.

“Kedua belah pihak awal-
nya sepakat melakukan revisi
kesepakatan. Namun setelah
berita acara dibuat pihak pe-
rusahaan menolak untuk me-
nandatangani berita acara,”
tulissuratyang ditandatangani
M. Kebing, Senin (11/7).

Karena tidak adanya kes-
epakatan bersama, Komisi I1
DPRD Kalbar bersama dengan
anggota yang hadir dalam
rapat sepakat memberikan
rekomendasi. Pertama, me-
minta agar permasalahan
revisi kerja sama pembangu-
nan perkebunan kelapa sawit
pola kemitraan dengan petani
plasma dan PT. PSP HPI Agro

untuk selanjutnya ditindak-
lanjuti Pemerintah Kabupaten
Mempawah.

Kedua, Pemerintah Kabu-
paten Mempawah diharapkan
dapat memberikan sanksi
berupa pencabutan izin op-
erasional kebun PT. Peniti
Sungai Purun (PSP) HPI Agro
Kabupaten Mempawah.

Ketua Komisi IT DPRD Kal-
bar, Affandie AR menyebutkan
perusahaan sama sekali tidak
ada empati ke petani plasma,
dengan tidak mau menekan
kesepakatan penyelesaian.
DPRD Kalbar memang sudah
seharusnyamenyurati Penkab
Mempawah untuk terus men-
indaklanjuti hasil pertemuan.

“Setuju pembekuan periz-
inan [UP konsensi lahan sawit
tersebut pada jangkawaktu ter-
tentu. Harusnya berani mem-
berikan penekanan. Sebab
petani plasma yang menjadi
korban,” ucapnya.

Politisi Demokrat Kalbar ini
menambahkanbahwa PT. PSP
HPI Agro Kalbar sudah tidak
ambil pusing saran merevisi
nota kesepakatan pada 12 ta-
hunsilam yang pernah dibuat.
Dengan keputusan tersebut,

Pemkab Mempawah disara-
nkan berani berbuat keputu-
san tegas dan keras. |

“Nanti yang akan men-
indaklanjuti yakni Pemkab
Mempawah. Sebab, pemda,
setempatlah yangsudah mem-
beri izin mereka. Pemkab
Mempawah sebenamyasudah
harus berani mencabut izin,
walaupun nantinya terancam
digugat. Tidak masalah itu,
kalaukitabenar” ucapnya. “Pe-
merintah harus berani mem-
belahak-hakmasyarakat, kalau
memang masyarakat merasa
dirugikan. Itu bentuk pembe-
laan kita ke petani plasma di
Mempawah termasuk Kalbar
juga,” timpal dia.

Politisi Demokrat Kalbar
inijugaberharap petani plas-
ma terus berjuang. Petani
harus berani melakukan gu-
gatan ke pengadilan dengan
memakai jasa kuasa hukum,
Harapannya jelas ada kepu-
tusan terkait MOU belasan
tahun silam dan isinya mer-
ugikan petani plasma. “Petani
plasma harus berani gugat ke
Pengadilan, daripada tidak
adawin-win solution terbaik,” |
ucapnya.(den)
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